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Bismillahirrahmanirrahim,

Pada han ini Senin, tanggal Empat, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat (4-03-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

|. Dr. Gufron Amirullah, M.Pd. bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengabdian dan

Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya
discbut PIHAK PERTAMA.

2. Chandra Dewl Sukma Wardhani M.Pd. Kens. bertindak untuk dan atas nama Pengusul dan
Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat untuk melakukan

perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam
pasal-pasal scbagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan twgas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK
KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang
berjudul WORKSHOP ASESMEN PENINGKATAN KECERDASAN EMOSIONAL ANAK
USIA DINI UNTUK GURU TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PANDEGLANG dengan
luaran wajib dan |uaran tambahan sesuai data usulan pengabdian Batch 2 2023/2024.

Pasal 2

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal | dalam kurun waktu 3 (Tiga)
bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani dan menyampaikan laporan, luaran wajib,
dan Juaran tambahan paling lambat tanggal 30 Juni 2024.

Pasal }

PIHAK PERTAMA memben bantuan dana sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta) kepada PIHAK
KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1. Bantuan dana yang ditenma
&kenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% (lima persen) pada komponen Honorarium (30°).

Pasal 4

Pernhayaran bantuan dana tersebut pada Pasal 3, dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:

I Tahap | schesar 70% dan jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Rasus
Fitss Fupah) serelsh surat perjanjian ini ditandatangani olch dua belah pihak.

2 Tabap 1) sehesar WP dan jumlah dana pada Pasal 3, yaitu Rp 1.500.000 (Sar Jura Lima Rass
Kt Fupiak) srclsh PINAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pengahdian kepaca
Masyaeabat hesenta luarannya kepada PINAK PERTAMA
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Pasal 5

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dengan sungguh-
sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

2. PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut
pada Pasal 1.

3. Bila PIHAK KEDUA tidak mengikuti monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang
ditentukan, maka harus mengikuti monitoring dan evaluasi pada batch berikutnya dan tidak
diperbolehkan mengajukan usulan baru.

4. PIHAK KEDUA wajib melampirkan bukti progress luaran wajib dan luaran tambahan yang
dijanjikan dalam Pasal 1 pada saat monitoring dan evaluasi.

5. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada PIHAK PERTAMA dan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam setiap luaran wajib maupun luaran
tambahan.

6. PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu persen) sctiap
hari keterlambatan penyerahan laporan akhir, maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana
pada Pasal 3.

7. Jika PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan terscbut pada Pasal 1, maka PIHAK
KEDUA wajib mengembalikan seluruh bantuan dana yang telah diberikan oleh PIHAK
PERTAMA.

Pasal 6

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara
musyawarah.

Chandra Dewi Sukma Wardhani

RS Mengetahui,
W Wakil Rektor II,

7N\ % -
RN A7 v Yo o

arelo TR YD) NS

r 7‘ vy M,
-

‘g ‘Dr. It)éév‘ian Bandarsyah, M.Pd

Hak Cipta © hup://simakip.ubamka.oc.id ‘Tanggal Download: 24-04-2024 Halaman 2 dari 2

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

